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109 91 73 61 49 47 40 39 1635
Kuota keterwakilan perempuan sesuai dengan UU adalah 30 persen di Parlemen. Namun Anggota
DPR RI periode 2014-2019, hanya ada 97 perempuan dari total 560 anggota DPR atau 17 persen.
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Administrasi Negara adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan aparatur
negara/pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efisien.
Administrasi negara merupakan suatu bahasaan ilmu sosial yang mempelajari tiga
elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif
dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan
publik, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggara negara

Pfiffner dan Preshtus: Administrasi negara adalah suatu proses yang berhubungan
dengan pelaksanaan kebijakan negara (Public administration is a procces
concerned with carrying out public policies).

Dimocks: Administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan
kekuasaan/wewenangan politiknya (Public administration is the activity of
the state in the exercise of its political power)
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Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Undang undang
Dasar Pasal 4 ayat (1): “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan
menurut Undang-undang Dasar”.

Sebagai kepala pemerintahan Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara
sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, yaitu : “
Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara
sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan” .

Kekuasaan pengelolaan keuangan Negara yang dimiliki Presiden meliputi kewenangan yang
bersifat umum dan kewenangan bersifat khusus. Dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud,
Presiden (CEO: Chief Excecutive Officer) menguasakan sebagian kekuasannya kepada Menteri
Keuangan (CFO: Chief Financial Officer) selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam
kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga (COO:
Chief Operational Officer) selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian
Negara/lembaga yang dipimpinnya.

6



Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat
(1): “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan
membentuk undang-undang”. Pasal 20 A ayat (1)
Amandemen kedua UUD 1945 menyatakan bahwa : “
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi,fungsi
anggaran, dan fungsi pengawasan “.

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Pasal 69 : DPR
mempunyai fungsi: legislasi; anggaran; dan pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka
representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya
Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Secara konstitusional hanya UU tentang APBN yang tidak
dapat diinisiasi oleh DPR. UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) :
“Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan
belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas
bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”.
Pemerintah yang diberi tugas melaksanakan Pengelolaan
APBN.

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran termasuk
pertanggungjawaban penggunaan anggaran di lingkup DPR
dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada unit
organisasi yang dilaksanakan pejabat yang menjalankan
fungsi pemerintahan, yaitu Sekretaris Jenderal

Pendelegasian kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari Presiden kepada Sekretaris
Jenderal tidak secara penuh, artinya tidak termasuk wewenang untuk pembentukan
kebijakan pengelolaan keuangan Negara, karena hanya sebagai pengguna anggaran dan
barang/jasa. DPR tidak dapat menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan anggaran
di lembaganya sendiri, karena kewenangan tersebut berada pada Menteri Keuangan.
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Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program,
Kegiatan, dan Kerangka Regulasi.

Visi DPR : Terwujudnya DP-RI sebagai lembaga perwakilan yang modern, 
berwibawa dan kredibel

Misi DPR:
1. Menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk mendukung pembangunan

nasional dalam kerangka representasi rakyat
2. Memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah

AKUPA (Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran)
merupakan arah tahunan yang menjadi prioritas tugas
dan fungsi DPR RI sesuai amanat konstitusi.
Akupa DPR RI 2017 terdiri 4 Program, yaitu Program
Pelaksanaan Fungsi DPR (Legislasi, Anggaran, dan
Fungsi Pengawasan), Program Penguatan
Kelembagaan, Program Dukungan Manajemen Tugas
Teknis Lainya Sekretariat Jenderal, dan Program
Dukungan Keahlian.

9



10

3.  Dapat mengundang

Unsur Pimpinan

Fraksi

PIMPINAN 
DPR

BURT

1. Arah, Kebijakan

Umum & Strategi

Pengelolaan

Anggaran DPR

SEKRETARIAT 
JENDERAL 

DPR RI

AKD

2. Usulan Anggaran SETJEN & FRAKSI

2. Usulan Anggaran AKD

PIMPINAN 
FRAKSI

4. Kompilasi & Sinkronisasi Usulan Anggaran DPR dari AKD, Fraksi & SETJEN

5. Pembahasan hasil kompilasi & sinkronisasi dengan Pimpinan AKD & SETJEN

PEMERINTAH

BANGGAR

6. Rancangan 

Anggaran disampaikan 

ke BANGGAR  

dilakukan pembahasan 

(92)

7. Dapat mengundang Pem 

.utk memberikan masukan 

(92)

Fraksi menyampaikan usulan anggarannya melalui Setjen

PARIPURNA

8. BURT menyampaikan
Laporan Pembahasan Usulan

Anggaran utk ditetapkan 10



Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Anggaran/Pengguna menyusun laporan
keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas
Laporan Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran
berakhir. Sebagai entitas pelaporan, laporan keuangan DPR tersebut
sebelumnya telah diperiksa BPK dan diberi opini atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan DPR telah memperoleh WTP 7 kali. Opini Badan Pemeriksa
Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan
pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara di DPR secara intern dilakukan oleh
Inspektorat Utama dalam bentuk Audit, Reviu, Pemantauan, dan Evaluasi serta
Pengawasan lainya yang arahnya sebagai Quality Assurance dan Consulting,
berfungsi sebagai Early Warning System.
Sementara itu secara ekstern, Laporan Keuangan DPR diperiksa oleh BPK RI
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